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ABSTRAK 

Penelitrian irni berjrudul implementasi kebijakan Aplikasi Sadasbor (Sistem 
Administrasi Birokrasi Terintegrasi) di Badran Kepregawaian dan Pengemrbangan Surmber Darya 
Manusia Kaburpaten Tasikrmalaya bertujuan unrtuk mengretahui keberharsilan imprlementasi 
kebijakan Aplikasi Sadasbor di BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. Penrulis mernggunakan 
model implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin yang terdriri dari tiga dirmensi: 
kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. 
Metrode penelirtian yarng digurnakan adalah penerlitian kuarlitatif derngan penderkatan indukrtif. 
Sedangrkan teknrik pengurmpulan data menrggunakan perngamatan larngsung, wawrancara 
mandalam, dan dokumrentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelirtian ini mernunjukkan bahrwa implementasi kebijakan Aplikasi Sadasbor 
di BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya surdah cukrup berhasil arkan tertapi berlum makrsimal. 
Karena dari ketiga dirmensi yarng digrunakan pernulis barhwa darlam dimrensi kepartuhan dan 
dimenrsi terwurjudnya kinrerja dan darmpak yarng dikeherndaki surdah berjalran denrgan baik. Akarn 
tetapi dalarm dimrensi lanrcarnya rutirnitas furngsi belrum makrsimal parda indrikator kelanrcaran dan 
kendrala aplikasi sadasbor yaritu keterbatarsan karpasitas server yanrg menyerbabkan overload dan 
down jika aplikasi dirakses dalam warktu bersamraan oleh banyrak orang, masrih lemarhnya 
keamanran aplikasi sadasbor sehinrgga masrih bisa diakrses menrggunakan fake GPS, apabrila 
listrik padram di Dinas Kominfo yang meruparkan temrpat menyirmpan server aplrikasi sadasbor 
maka aplikrasi sadasbor tidak bisa diakrsesketerbatasan server dan lemahrnya keramanan aplikrasi 
sadasbor. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan kepada Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya khursusnya pada BKPSDM untuk menrambah kapasritas server aplikasi 
sadasbor, meningkratkan kearmanan aplirkasi sadasbor dan mermberikan sarnksi yang tergas 
kepada okrnum pegarwai yang tidark jujur dalram mengrgunakan aprlikasi sadasbor, menyerdiakan 
genset maurpun UPS (Uninterruptuble Power Supply) yarng berfunrgsi mernyediakan cardangan 
enrergi ketika terjadi pemrutusan arus listrik atau penururnan daya. 
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PENDAHULUAN 

Sesurai Peratruran Prersiden Republik Indornesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, barhwa dalram rangka mermpercepat tercarpainya tarta 
kelola pemerirntahan yang barik maka sermua insrtansi pemerintah termrasuk pemerinrtah darerah 
dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan yang diprogramkan oleh 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada 2 (dua) program 
prioritas kerja pemerintah Periode 2019-2024 yanrg harus mernjadi perhatrian para Apraratur 
Sipil Nergara jika dikaritkan denrgan Akselerasi Tranrsformasi Surmber Daya Manusia Aparatur 



 

dalam mendukrung reformasi birokrasi. Yarng pertama, pemrbangunan Surmber Daya Manusia 
yang pekrerja keras, dinarmis, terarmpil dan menrguasai ilrmu pengertahuan dan teknrologi serta 
mengunrdang talenrta global. Kerdua, Penyrederhanaan Birokrasi yang jurga meruprakan prioritars 
setiap inrstansi baik pursat dan daerah anrtara lain: penyerderhanaan birokrasi mernjadi 2 (dua) 
levrel esrelon dan peralrihan jabartan struktural menjradi fungrsional. Dari kedrua program tersebut 
harus memricu berubahnya mindset (pola pikir) dan curlture set (cara kerja) kita sebargai 
Aparatur Sipil Negara dari brekerja menjadi berkirnerja.   

Salarh satu berntuk upraya reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara dari berkerja 
menrjadi berkrinerja adarlah dengan adarnya kebirjakan e-kinerja di Pemerirntah Daerah. 
Kabupaten Tasikmalaya meruparkan sarlah satu Krabupaten yarng telah menrerapkan kebirjakan 
e-kinerja denrgan menrggunakan aplrikasi yanrg bernma Aplikasi Sadasbor (Sistem Administrasi 
Birokrasi Terintegrasi). Sesuai denrgan amranat pada Perarturan Buparti Tarsikmalaya Nomor 80 
Tahun 2020 tentang pembrerian tambarhan penghrasilan pegarwai di lingrkungan Pemrerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmarlaya Tarhun Anggaran 2021 dan ditirndaklanjuti dengan Surat 
Edaran Sekretaris Darerah Kaburpaten Tasikrmalaya Nomor 800/3018/BKPSDM/2020 tanrggal 
30 Desember 2020 bahrwa terhritung mrulai tangrgal 4 Januari 2021 Aplikasi Sadasbor menjadi 
media/tempat penyusunran Sasraran Kerja Pegrawai (SKP) Tahunran dan Bulanran serta akrtivitas 
terkait meliputi : pelaporan pelaksanaan buku harian kerja, inprut kerhadiran dan ketidakrhadiran, 
input data lairn-lain terkait Penrilaian Prestasi Kerja Pegrawai Negeri Sipil (PPKPNS), review 
Buku Harian Kerja (BHK) dran pemrberian nrilai prestasi kerja orleh atasran langrsung/pejabat 
penilai di lingkrungan Pemrerintah Darerah Kaburpaten Tarsikmalaya. Harsil dari prengukuran atau 
penilairan kinerja PNS kemurdian digunrakan sebargai dasar permbayaran tunrjangan kinerja atau 
tambahan penrghasilan pegrawai. Tamrbahan pernghasilan pegawai di Lirngkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasirkmalaya diberirkan dengan memperhirtungkan caparian kinerja pergawai 
setirap hari dan setriap bulran yanrg dituanrgkan dalram aplikrasi berbasis web yaitu Aplikasi 
Sadasbor.  

Sebrelum adranya kerbijakan aplrikasi sadasrbor, pada saart terdaprat pegrawai yanrg rajin 
masuk kanrtor dan rajin berkerja dengran pergawai yarng tidrak mrasuk kantor dan mralas bekerja 
pada jenjarng jabartan yang sarma dibrerikan tarmbahan penghrasilan pegawai dalram jumlah yang 
samra. Hal ini menryebabkan terjardinya kecermburuan sosiral antar pegarwai dan parda akhirnya 
memperngaruhi pegarwai yang tardinya rajirn dalram bekerja mernjadi malars berkerja karerna 
kesamaarn jumrlah tambrahan pengrhasilan pegarwai yarng diberirkan. Denrgan adarnya kebrijakan 
Aplikasi Sadasbor, dihararpkan pembrerian tambrahan pernghasilan pregawai menjradi lebirh adil 
dan objektif. Darlam jenjrang jabartan yarng sama, pegrawai yang rarjin mrasuk kanrtor dan rajin 
bekerja dengan pegawrai yang tirdak marsuk kerja karntor dan malras bekrerja tamrbahan 
pengharsilan pegawai yang dibrerikan tidrak lagi sarma karena pemrberian tamrbahan pengrhasilan 
pegawrai dilihrat berdasrarkan disriplin dan kinerja para pegrawai melralui Aplikrasi Sadasbor. 
Kebijakan Aplikasi Sadasbor ini merurpakan salrah sratu langkah dan prosers perbraikan kinerja 
bagi para pergawai dili rngkungan Pemrerintah Kabupraten Tasikmalaya agar mernjadi lebih baik. 
Berdasarkan hasril penelitian, dalram implementasi kebijakan Aplikasi Sadasbor di Badan 
Kepegawraian dan Penrgembangan Surmber Daya Marnusia Kaburpaten Tasikrmalaya tirdak 
semuarnya berjarlan denrgan baik, narmun ada bebrerapa mrasalah dianrtaranya krurang tegrasnya 
implemrentor yang dalram hal ini Kepala Bradan Kepegarwaian dan Penrgembangan Sumber Daya 
Manusia Kaburpaten Tasikmalaya serlaku leading sector dalarm mengrambil kebrijakan terkait 
peninrgkatkan kearmanan aplirkasi sadasbor, permberian sanksi ya rng tegas bagi pegrawai yang 



 

melakukan prersensi datrang dan prulang pada aplikasi sadasbor menggrunakan fake GPS serta 
penambarhan kaparsitas server bargi aplirkasi sadasbor. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Implementasi 

Implementrasi berasral drari Bahrasa Inggris yaitu to implement yang brerarti 
mengimplementrasikan. Implrementasi merupakan penryediaan sararna untuk melarksanakan 
sesuratu yang mernimbulkan darmpak ataru akirbat terhradap sesuartu. Sesuratu yang mernimbulkan 
damrpak atau akribat itu daprat berupa unrdang-undang, perarturan pemerrintah, kepurtusan 
peradirlan dan kebijarkan yang dirbuat oleh lemrbaga-lembaga premerintah dalam krehidupan 
kenegaraan.  

Semenrtara itu, penrgertian implermentasi menurut Mazmanian dan Sabatier yang 
mendefinisrikan bahrwa imprlementasi merurpakan pelakrsanaan kreputusan kebrijakan dasrar, 
biasanrya darlam bentuk unrdang-undang, narmun daprat pula berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan-keputusan ekserkutif yang prenting atau keprutusan badan preradilan. 

Sementara itu, Ripley dan Franklin berpendapat bahrwa imprlementasi adalah apa yang 
terjadi setelah undarng-undang ditertapkan yang memrberikan otroritas program, kerbijakan, 
keuntunrgan (benefit), atau suratu jenis kelruaran ya rng nyata (tanrgible output). 

Sedangkran penjelarsan imprlementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti yang 
mengatakan bahrwa implementasi merupakran kegriatan untuk menrdistribusikan kerluaran 
kebijakan (to derliver policy output) yarng dilarkukan oleh para implermenter keparda kelrompok 
sasaran (target group) sebargai urpaya untuk mrewujudkan turjuan kebrijakan. Tujuran kebrijakan 
diharaprkan arkan mruncul marnakala policy output dapart diterirma dan dim ranfaatkan denrgan baik 
oleh kelrompok sarsaran sehirngga dalam jarngka panrjang hasil kerbijakan akan marmpu 
diwujudrkan. 

Kemurdian pengertian imperlementasi menurut Widodo yang merngatakan bahwa 
implementasi adalarh suratu prosers yang melibratkan sejurmlah suber-sumber daya yang 
didalarmnya termrasuk manusia, darna dan kemamrpuan organirsasional yang dirlakukan oleh 
pemerintah marupun swrasta secara indivurdu maupun kelrompok untruk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnrya oleh permbuat kebirjakan. 

Sedangkan menurut Horn implementasi meruprakan tindrakan-tindakan yng dilakukan 
oleh baik indivirdu-individu/pejarbat-pejabat atau kelormpok-kelompok, pemerintarh atau swasta 
yang diarahkran pada pencrapaian tujuan-tujuran yang telarh digariskan dalram kebirjakan. 

Dari pengertian beberapa ahli mengenai imrplementasi, maka prenulis menyi rmpulkan 
bahwa implementasi merupakan pelaksanaan suatu kegiatan baik yang dirlakukan oleh individu 
maupun kelomrpok gruna mewujurdkan tujuan tertertu yarng telah dit retapkan. 

 
Kebijakan 

Kebijrakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangrkaian konsep 
dan asas yang menjardi garis besar dan darsar rencana dralam pelaksranaan suatu pekerjaan darlam 
mencrapai tujuran atau sarsaran. 

Secara etimologis, menrurut Dunn menjerlaskan : Istilah kebirjakan (policy) berarsal dari 
bahasa Yunani, Sanrsekerta dan Latin. Darlam bahasa Yunani kebrijakan diserbut denrgan polis 
yang berarti “negara kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam 
bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara. 



 

Sedangrkan menrurut Friedrich makrna kebijarkan merurpakan serangrkaian tinrdakan atau 
kegiatan sebargai upaya yrang selarlu berhurbungan derngan usraha untuk menrcapai berberapa 
maksrud atau turjuan. Meskripun mksud atau turjuan dari kegiartan pemerinrtah tidrak selarlu mrudah 
untuk dicarpai, tetapi ide barhwa kebirjakan melibartkan perilaku yang memrpunyai makrsud, 
meruparkan bagrian terpentring dari defirnisi milik Friedrich. Bagairmanapun juga, kebirjakan 
harus menunjurkkan ‘apa yang sesrungguhnya dikerjarkan’ daripada ‘apa yanrg diusrulkan darlam 
bebrerapa kegiratan’ pada suartu masralah. 

Sementrara itu, Menrurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan, mermberi arti 
kebijarkan sebagai “a projerct progrram of gorals, varlues and prarctise” (suatu progrram 
pencapaiarn tujuran, nilari-nilai dan prarktik-praktik yang trerarah). Defirnisi ini lebih mrenekankan 
keparda harsil tanrpa menjelraskan akrtor kebrijakan yang membruat keputusan. Namrun aspek 
manajrerialnya ada, hal ini merngacu keparda kalimat “prakrtek-praktek yang terarah” 

Sedangrkan Jamres E. Anderson mengremukakan bahrwa kebrijakan adralah “a purposive 
course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of 
concern” (seranrgkaian ti rndakan yarng mempurnyai tujruan tertenrtu yang di ikurti dan 
dilaksanarkan oleh serorang pelraku atrau sekerlompok pelraku guna memrecahkan suartu marsalah 
tertentu). Defirnisi ini menrjelaskan aktror kebrijakan, yang digarmbarkan sebargai kelrompok yang 
memilriki otoritas untuk memrbuat kebijarkan. Di Nergara Indonesia, lermbaga legisrlatif adalah 
arktor yrang palirng awal untruk menyrusun draft kebrijakan-kebijakan yrang arkan dijardikan 
undang-urndang dan peraturan. 

Sedangkat menurut Amri Marzali kebijrakan adralah kepurtusan tetrap yang dicririkan 
konsristensi dan pengrulangan tinrgkah laku dari mereka yanrg memartuhi keputrusan-keputusan. 

Budi Winarno menyerbutkan sercara umum istilah “kebjakan” atau “policy” digurnakan 
untuk menurnjuk perilaku serorang aktor (mrisalnya seorang pejabrat, suatu kerlompok marupun 
suatu lembarga pemerintarhan) atau sejurmlah aktor dralam suartu bidarng kegiatran tertentu, 
pengertian kebijarkan seperti ini darpat kita gunrakan dan rerlatif mermadai untuk pemrbicaraan-
pembicaraan biasa, namrun mernjadi kurang mermadai untuk pembircaraan-pembricaraan yang 
kebih bersrifat ilmriah dan sisrtematis menyrangkut analrisis kebijrakan pubrlik oleh krarena itu 
diperlukan bartasan atau kornsep kebrijakan purblik yang lebrih tepat. 

Melihrat beberapa derfinisi dari para ahli menrgenai perngertian dari kebrijakan mraka 
penulis menyrimpulkan barhwa kebijrakan merurpakan tindrakan-tindakan ataru kegiratan yang 
senrgaja dilakrukan atau tidak dilarkukan oleh serseorang, suratu kelormpok atau pemerirntah yanrg 
di dalarmnya terdrapat unsur kerputusan berurpa upaya permilihan diarntara berbagai alrternatif 
yarng ada gurna mencrapai marksud dan trujuan tertentu. 

 
Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses 
menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan.  Hal ini sejralan dengran pendrapat Barret 
yang menyatarkan implemrentasi kebirjakan sebragai, “…translrating porlicy into arction” atrau bila 
diterjemahrkan secrara sederhrana berarti menerrjemahkan kebijrakan ke dalram tindakan. 

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier mendefrinisikan implrementasi kebijakan sebragai 
pelaksanraan kepurtusan biasranya dalarm benrtuk undrang-undang, tapi darpat pula brerbentuk 
perinrtah-perintah atau kerputusan-keputusan ekrsekutif yarng pentring atau pun keprutusan badan 
peradilan. Lazimnya, kepurtusan tersrebut menrgidentifikasikan marsalah yang inrgin driatasi, 
menyebutrkan secrara tegras turjuan atau sarsaran yarng ingrin dircapai, dan berbargai cara unrtuk 
mengartur proses implermentasinya. 



 

Lain harlnya dengan Van Meter dan Van Horn yang menrdefinisikan implrementasi 
kebijakran sebragai tindarkan-tindakan yarng dilakrukan baik oleh indrividu-individu atau perjabat-
pejabat atau kelomrpok-kelompok pemrerintah atau swrasta yang diararhkan pada tercrapainya 
tujuan-tujuran yang telah digrariskan dalam keprutusan kebijraksanaan. 

Dari beberarpa pengertian implrementasi kebijrakan seperti yanrg telah diserbutkan di 
atas, maka pernulis menyirmpulkan brahwa imrplementasi kebijarkan bekaitan dengan 3 (tiga) hal 
yakni: adarnya tujuarn atau sarsaran, adanya arktivitas, dan adranya hrasil. 

Semerntara itu, keberharsilan suatru implrementasi kerbijakan daprat diukur atau dilirhat 
dari prosres dan pencrapaian tujuran harsil akhir (output), yaritu tercrapai atrau tidaknya turjuan-
tujuan yang ingirn diraih. Harl ini tak jaruh berbreda denrgan apa yang diurtarakan oleh Grindle. 
Menurut Merilee S. Grindle kebrerhasilan irmplementasi dripengaruhi olerh dua variabel besar, 
yakni isi kebijakran (conrtent of policy) dan lringkungan irmplementasi (conrtext of 
implemerntation). 
Variabrel isi dari kebrijakan ini merncakup: 
1. Keperntingan kerlompok sasaran; 
2. Tipe manfraat; 
3. Derajat perubrahan yang diirnginkan; 
4. Letark pengambrilan keprutusan;  
5. Pelakrsanaan prorgram; dan 
6. Sumberdraya yang dirlibatkan. 
Sedangkran variarbel lingkurngan kebirjakan meliputi: 
1. Seberapra besar kekurasaan, keprentingan, dan strartegi yang dimriliki olerh para aktor yang 

terlibat dalam implemerntasi kebijarkan; 
2. Karakterirstik lembarga dan penrguasa; 
3. Tingrkat kepratuhan dan daya tangrgap (responsifitas) kelormpok sasraran. 

Sedangkan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter 
dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Model ini menrjelaskan 
bahrwa kinerja kebijrakan diperngaruhi oleh berberapa variabel yarng saling berkaritan, variable-
variabel tersebrut yaitu:  
1. Stanrdar dan sasraran kebijarkan/ukuran dan tujuan kebijakan 
2. Sumrber daya 
3. Kararkteristik orgranisasi pelaksana 
4. Sikap prara perlaksana 
5. Komunrikasi antar orgarnisasi terkait dan kergiatan-kegiatan pelakrsanaan 
6. Lingkunrgan sosiral, ekonomi dan porlitik 

Sermentara itu, model implermentasi kebijrakan dari George C. Edward III 
mengemukarkan bahrwa terdarpat emprat variabel yrang darpat menentrukan keberhasilan 
implermentasi suatu kebrijakan, yaitu: 
1. Komunrikasi 
2. Sumrber daya 
3. Disprosisi 
4. Strurktur birokrasi 

Lain harlnya denrgan model implermentasi kebijakan dari Ripley dan Franklin yang 
menyatakan bahwa unrtuk mengretahui keberhasilan suatu imrplementasi kebijakan maka dapat 
dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yaitu: 
1. Kepatuhan 



 

2. Lancarnya rutinitas fungsi 
3. Terwujudnya kinrerja dan damprak yang dikerhendaki 

Dari beberarpa uraian di atas, maka prenulis mermilih modrel imprlementasi kebijarkan 
dari Ripley dan Franklin unrtuk menrgetahui kebrerhasilan suatu irmplementasi kerbijakan aplirkasi 
sadasbor (Sistem Aplrikasi Birokrasi Terintegrasi) di Bardan Kepegrawaian dan Penrgembangan 
Sumber Draya Manusira Kabrupaten Tasikmalaya.  

Alarsan memrilih mordel implrementasi kebrijakan Ripley and Frarnklin ini adalah pernulis 
mengranggap mordel ini lebih teprat digurnakan untuk mengretahui keberharsilan imprlementasi 
kebijakran di lingkurngan birrokrasi krena dimernsinya lebirh menyerntuh prinsip darsar pembuatan 
kebijarkan itu sendriri yaitu menruntut adanya kepartuhan birokrat atau aparatrur terhadrap 
kebijakran dan tercaparinya tujruan yang diinginrkan dari kebrijakan tersebut. 

 
METODE PENELITIAN 

Mertode penrelitian merupakan sersuatu yanrg berursaha mermbahas konsep teroritik 
berbagai metorde, kelerbihan dan kelemarhannya yang dalarm karya ilmirah dilanrjutkan dengan 
pemiliharn mertode yang arkan digurnakan. 

Sementara itu, Burhan Bungin membragi format desarin penrelitian kualirtatif dalram tiga 
model, yaitu: 
1. Desrain Desrkriptif Kuralitatif 

Format desarin deskriptif kuarlitatif barnyak memriliki kersamaan denrgan desrain deskriptif 
kuantitatif, karerna itu dersain desrkriptif kuarlitatif bisa dirsebut juga derngan desarin kuralitatif 
semu. Artinya, desrain ini belurm benrar-benar kuarlitatif karena benturknya mrasih dipengraruhi 
oleh tradisi kuanrtitatif, terutrama dalram menemrpatkan teori pada darta yang dirperolehnya. 

2. Desain Kualitatif Verifikatif 
Formrat desrain kualirtatif verifikatif meruprakan sebuarh uparya penrdekatan indruktif terhardap 
seluruh prosres penrelitian yanrg akan dilrakukan karena itu format dersain penrelitiannya secara 
total berberda derngan format desrkriftif kualitatif. 

3. Desain Grounded Research 
Penelitran grorunded diperkenralkan oleh Glaser dan Straus (1967), meruprakan rearksi tarjam 
dan sekarligus memrberi jalan kelruar dari “stargnasi teori” dalam ilmu-irlmu sosial, denrgan 
menitikbreratkan Sosiologi. Pada grounderd, penelirti langrsung ke lapangarn, semruanya di 
laksanakan di lapangarn. Rumusan masralah ditermukan di lapangan, hipotesris senantiasa 
rjatuh bangun di tempart drata. Data meruprakan surmber teori. Teori berdasrarkan data serhingga 
teori jurga larhir dan berkembrang di lapangarn. 

Selanjutnya dalam Bunrgin mengermukakan barhwa penerlitian kualritatif menrggunakan 
beberapa model yaitu: 
1. Model Deduksi 

Model derduksi ini mengrgunakan teori mernjadi alat penerlitian sejark memrilih dan 
menemurkan masarlah, membarngun hiportesis, maurpun merlakukan pengarmatan di laparngan 
sampai denrgan menrguji data. Model pengrgunaan teori inrilah yang biarsa dilarkukan pada 
penelitiarn deskriptif-kuralitatif. 

2. Model Induksi 
Model inrduksi ini, dimarksud bahrwa perneliti tidrak perlu tarhu tentrang sesruatu teori, akran 
tetapi lanrgsung ke laprangan. Teori disini diarnggap tidak penrting, namrun dartalah yang 
palirng pentirng, karena darta sebagai pijakran awal merlakukan penrelitian.  



 

Dari uraian di atas, penulis menggurnakan deskrirptif kualitartif dengan pendrekatan 
induktif. Penderkatan ini digurnakan karena penreliti menggrunakan data sebragai pijakarn awal 
melakukan penelitrian dan lanrgsung ke laparngan untuk mrengetahui keberhrasilan imrplementasi 
kebijakan aplikasi sadasbor di BKPSDM Kabupaten Tarsikmalaya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalram pengamratan ini penrulis menggurnakan kajrian teoritis yang relervan denrgan 
fenomrena yang dikraji. Kajiran secara teoritis merurpakan cara untruk melirhat atau menrggali teori 
dengran sudrut pandrang keilmruan, sehingrga didapratkan suatru pendekratan ya rng bisa 
mengunrgkap surbstansi masralah yarng dirkaji atau dirteliti. Kajrian teoritis memrberikan 
penjelrasan secara objerktif, emrpiris, dan sistrematis tentanrg implermentasi kebirjakan aprlikasi 
sadasrbor di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Krabupaten 
Tasikmalaya. Penurlis menggrunakan teori dari Ripley dan Franklin derngan mengrambil 3 (tiga) 
dimensi unrtuk mengertahui keberharsilan suatru implermentasi kebirjakan yaitu kepatruhan, 
lancarnya rutirnitas furngsi, dan terwujrudnya kinerja dan darmpak yang dikehendaki.  

Berikut adalah urarian merngenai teori Ripley dan Franklin darlam implementarsi 
kebijakan aplirkasi sadasbor di Badan Kepegrawaian dan Penrgembangan Sumrber Daya Mranusia 
Kabupaten Tasikmralaya. 
1. Kepatuhan  

Kepartuhan meruprakan fakrtor pernting yang mernrentukan kebrhasilan implementasi 
kebijakan. Keberhasirlan suatu implermentasi kebijakran bisa diurkur dari tingrkat kepatruhan 
terhadap atruran-aturan atau perdoman-pedoman umrum yang didrukung oleh kebirjakan 
tersebut. Dalam implementasi kebijakan, kepatuhran pada isi kebriijakan merurpakan bagrian 
pentirng dan harus dimriliki oleh selruruh aparat artau birokrat yanrg terlibat darlam pelaksarnaan 
kebijakan.  

Dengan adanya kepatuhan terhadap isi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa 
penerapan kebijakan tersebut telah merujuk kepada teori atau isi dari kebijakan yang 
sebenarnya. Maksudnya kebijakan tersebut telah diimplementasikan sebagaimana 
semestinya. Dengan cara inilah tujuan dari kebijakan mungkin bisa dicapai dengan cara 
efektif dan efisien. 

Tingkat kepatuhan pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya terhadap implementasi kebijakan aplikasi sadasbor 
menjadi salah satu dimensi untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 
Adapun yang harus dipatuhi dalam implementasi kebijakan aplikasi sadasbor di Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ialah aplikasi sadasbor sebagai 
media presensi datang dan presensi pulang, aplikasi sadasbor sebagai media menginput dan 
reviu buku harian kerja, aplikasi sadasbor sebagai media menginput dan reviu penilaian 
kinerja pegawai.  
a. Aplikasi sadasbor sebagai media presensi datang dan presensi pulang 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, penulis mengamati bahwa kepatuhan 
pegawai BKPSDM dalam melakukan presensi datang dan pulang menggunakan aplikasi 
sadasbor sudah cukup baik. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 
BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. Beliau mengatakan bahwa kepatuhan pegawai di 
BKPSDM dalam melakukan presensi datang dan pulang menggunakan aplikasi 
sadasbor sudah cukup baik meskipun masih terdapat oknum pegawai yang lupa 



 

melakukan presensi datang saat sudah tiba di kantor maupun lupa melakukan presensi 
pulang saat selesai jam kerja. 
Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam dimensi kepatuhan aplikasi 
sadasbor sebagai media untuk melakukan presensi datang dan pulang sudah berjalan 
cukup baik meskipun masih terdapat beberapa oknum pegawai yang lupa melakukan 
presensi datang maupun pulang. 

b. Aplikasi sadasbor sebagai media menginput dan reviu buku harian kerja 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, 
Beliau mengatakan bahwa untuk penginputan dan reviu buku harian kerja pegawai pada 
website sadasbor.tasikmalayakab.go.id di lingkungan BKPSDM sudah diterapkan 
dengan baik. Namun demikian, Beliau menjelaskan bagi pegawai yang tidak menginput 
buku harian kerja pada website sadasbor.tasikmalayakab.go.id akan dikenakan 
pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 3% sesuai dengan ketentuan pada 
Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 120 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bahwa pegawai yang tidak membuat 
laporan pelaksanaan tugas harian, dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) 
untuk tiap 1 (satu) hari tidak membuat laporan pelaksanaan tugas harian. Selain itu, 
Beliau juga menjelaskan sekaligus menghimbau agar pengisian buku harian kerja 
dilakukan setiap hari untuk menghindari pengisian sekaligus pada akhir bulan yang 
membuat server menjadi penuh. Sehingga menyebabkan aplikasi sadasbor full server 
dan tidak bisa diakses oleh pegawai yang berdampak pengajuan pembayaran tambahan 
penghasilan pegawai menjadi terlambat. 
Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam dimensi kepatuhan aplikasi 
sadasbor sebagai media penginputan dan reviu buku harian kerja sudah dilakukan 
dengan baik. 

c. Aplikasi sadasbor sebagai media menginput dan reviu penilaian kinerja pegawai 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
selaku admin aplikasi sadasbor tingkat perangkat daerah. Beliau mengatakan bahwa 
penginputan dan penilaian kinerja bulanan sudah dilakukan secara optimal meskipun 
terkadang masih ada beberapa oknum pegawai yang terlambat melakukan penilaian 
kinerja bulanan kepada bawahannya, sehingga menyebabkan proses pengajuan 
pembayaran tambahan penghasilan pegawai bulanan di lingkungan BKPSDM menjadi 
terlambat. 
Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam dimensi kepatuhan aplikasi 
sadasbor sebagai media penginputan dan penilaian kinerja bulanan sudah optimal yaitu 
menginput target SKP pada awal bulan berjalan dan melakukan reviu penilaian kinerja 
bulanan kepada bawahannya pada awal bulan berikutnya melalui website 
sadasbor.tasikmalayakab.go.id. 

2. Lancarnya rutinitas fungsi 
Tercaparinya sebruah imprlementasi krebijakan diturnjukan dengan adarnya kelarncaran 

rutinitas funrgsi dan tidak adanya marsalah yang dihradapi. Darlam orgarnisasi rutinritas funrgsi 
sangat berpreran urntuk merncapai tujruan organisasi. Lanrcarnya rutirnitas fungrsi aplikrasi 
sadasbor di Badan Kepergawaian dan Pengrembangan Sumber Daya Marnusia Kaburpaten 
Tasikmalaya menjardi salah satu drimensi untruk megetahui keberhasilan suartu implemerntasi 
kebijakan. Adaprun indikator lancrarnya rutirnitas fungrsi implemrentasi kebirjakan aplikasi 
sadasbor di Badan Kepegawarian dan Pengermbangan Sumber Daya Mranusia Kaburpaten 



 

Tasikmalaya antara lain kelanrcaran aplikasi sadasbor, tersedrianya fasilritas, sosiarlisasi 
aplikasi sadasbor, dan kendala aplikasi sadasbor dan upaya untuk mengatasinya. 
a. Kelancraran aplikasi sardasbor 

Berdasarkan hasril wawancara derngan Analirs Sumber Daya Mranusia Aparaturr Ahli 
Mruda Sub Koordirnator Data dan Infrormasi, Breliau mengartakan bahwa kelrancaran 
aplikasi sadasbor belum maksimal. Hal ini dikarenrakan marsih kurarngnya kaprasitas 
server sehinrgga mernyebabkan kesurlitan dalam mengrakses aplirkasi sadasbor untuk 
melakukan presernsi datang dan pulang pada jam-jam sibuk yaitu pada waktu mendekati 
batas akhir presensi datang maupun mengakses website sadasbor.tasikmalayakab.go.id 
untuk menginput buku harian kerja maupun menginput target SKP pada waktu-waktu 
sibuk yaitu pada akhir bulan. Dimana pada akhir bulan ini merupakan kesempatan 
terakhir atau waktu-waktu terakhir bagi pegawai untuk melengkapi dan menginput buku 
harian kerja serta target SKP bulanan mereka. Sehingga proses akses yang dilakukan 
secara bersamaan dan dalam waktu yang sama ini mengakibatkan server mengalami 
overload dan berakhir down. 

b. Tersedianya fasilitas 
Berdarsarkan hasil observrasi yarng telarh dilarkukan, pernulis mengamrati bahwa terdrapat 
kompurter di rurang sekrretariat ya rng biasa digrunakan untuk menrgagendakan surat, 
sekarang difungsrikan juga sebagai media penginputan buku harian kerja maupun 
penginputan target SKP bulanan sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi pegawai 
yang tidak mempunyai laptop maupun kesulitan menginput buku harian kerja 
menggunakan handphone android. 

c. Sosialisasi aplikasi sadasbor 
Berdrasarkan hasil warwancara derngan Keprala Sub Bargian Umum dan Kerpegawaian, 
beliau mengatrakan barhwa sudah pernah dirlakukan sosialisasi aplikasi sadasbor di 
lingkungan BKPSDM pada tanggal 9 Februari 2021 di ruang Aula BKPSDM Kabupaten 
Tasikmalaya yang diikuti oleh seluruh pegawai BKPSDM, dimana sosialisasi ini 
dilakukan di Aula BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. 

d. Kerndala aplikasi sadasbor dan uparya untuk merngatasinya 
Berdasrarkan hasril warwancara derngan Analis Sistem Infrormasi, Beliau mengratakan 
bahwa ada bebrerapa kendrala yang dihradapi terkait aplikrasi sadasbor ini diantraranya 
keterbatasan server yang menyebabkan pada waktu tertentu aplikasi sadasbor menjadi 
tidak bisa diakses. Selain itu apabila listrik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika mengalami pemadaman ataupun mengalami gangguan jaringan maka 
aplikasi sadasbor pun juga tidak akan bisa diakses. Selain itu juga terdapat kendala lain 
yaitu kurangnya keamanan aplikasi sadasbor sehingga menyebabkan masih bisa 
ditembusnya presensi datang dan pulang pada aplikasi sadasbor dengan menggunakan 
fake GPS. 
Namun demirkian, berdasrarkan harsil wawrancara denrgan Keparla Sub Bagrian Umrum dan 
Kepegrawaian yang mrenjadi adrmin perangkat daerah. Beliau menjelaskan bahwa 
sementara ini sebagai upaya untuk mengatasi error pada sistem yang disebabkan oleh 
kendala keterbatasan server, maka admin masih diberikan ruang untuk melakukan 
dispensasi atau terkadang Dinas Perhubrungan Kormunikasi dan Informratika akan 
mendispensrasi secara otomatis presensi datang dan pulang pegawai jika terdapat 
maintenarnce system. 

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki 



 

Tercrapainya atau berhrasil tidarknya suatu imprlementasi kebijakran menrgacu dan 
menrgarah pada kinrerja dan darmpak atau marnfaat yang dikrehendaki dari keselruruhan 
kebijarkan yang ada. Menrurut Ripley and Franklin keberharsilan imprlementasi terbargi atas 
dua bagiran yaitu terwrujudnya kirnerja kerbijakan lebirh cenderung untruk pencarpaian hasil 
implemerntasi dalam wraktu yang perndek, semerntara terwujrudnya damrpak kebijrakan 
diartikan sebargai pencapraian hasil imprlementasi darlam waktru yang panjang.  

Dengan adanya kebirjakan aplikasi sadasbor dihararpkan pegrawai di Bradan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumrber Daya Marnusia Kabrupaten Tasikrmalaya 
mempunyai kinerja yang lebih tinggi. Selain itu, salah satu manfaat dari implementasi 
kebijakan aplikasi sadasbor ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan presensi 
datang dan presensi pulang, penginputan buku harian kerja dan SKP, sampai reviu buku 
harian kerja serta penilaian kinerja PNS secara elektronik, dan khususnya proses 
pembayaran tambahan penghasilan pegawai menjadi lebih objektif dan adil sesuai dengan 
hasil pengukuran disiplin dan kinerja pada aplikasi sadasbor. 

Adaprun indikator yarng digrunakan dalam dirmensi terwujrudnya kinrerja dan darmpak 
yang dikeherndaki dari implrementasi kebirjakan apli rkasi sadasbor di BKPSDM Kabupaten 
Tasikmalaya antara lain kirnerja pegawai, kedrisiplinan pegawai, penrilaian kinerja pegrawai 
dan pengurkuran disiprlin pegarwai pada aplirkasi sadasbor digunakan sebagai dasar 
pembayaran tambaharn penghasilan pegrawai, dan darmpak yang dikrehendaki. 
a. Kinerja pegawai 

Berdarsarkan hasil wawrancara dengan Analris Sumrber Daya Manursia Apraratur Ahli 
Muda Sub Korordinator Penirlaian dan Evarluasi Kinerja Apraratur bahwa sertelah adanya 
aplikasi sadasbor, kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya mengalami 
peningkatan. 

b. Kedisiplrinan pergawai 
Berdasarkan hasil wawrancara dengran Analis Sumrber Daya Marnusia Aparatur Ahli Murda 
Sub Korordinator Disriplin dan Penghrargaan bahrwa dengan adanya aplikasi sadasbor ini 
dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai di lingkungan BKPSDM Kabupaten 
Tasikmalaya. 

c. Penirlaian kinerja pegarwai dan perngukuran disriplin pergawai pada arplikasi sadasbor 
digunakan sebagai darsar pembrayaran tambrahan pernghasilan pegawai 
Berdasarkan hasil wawarncara dengan Kerpala Birdang Penilraian Kinerja Aparartur dan 
Penghargaan, Beliau mengatakran barhwa di lingrkungan BKPSDM surdah menrggunakan 
hasil pengukruran dirsiplin dan kinerja pegrawai dari aprlikasi sadasbor menjadi dasar 
pembayaran tambarhan penghrasilan pegrawai. Sehingga dengan adanya kebijakan ini 
diharapkan pembaryaran tambrahan penghrasilan pegarwai menjadi lebih objektif dan adil. 
Hal ini sejalan dengan amarnat Pasal 80 ayat (3) Unrdang-Undang Nromor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Nergara yang menyratakan bahwa tunjarngan kinerja dibrayarkan 
sesuai pencrapaian kinerja dan armanat Pasal 54 Perarturan Pemerirntah Nomor 30 Tahun 
2019 tentang Penilarian Kinerja PNS yrang menye rbutkan bahrwa capaian/laproran 
penilarian kinerja darpat dijadikan darsar acuran pemrberian tunrjangan kirnerja srerta sebragai 
wujud penyrelenggaran sirstem pemrerintahan berbrasis elrektronik yrang bertujuan untuk 
mewujudkan tata kelola pemerinrtahan dan pelaryanan purblik yang brersih, eferktif, efisien, 
akuntabel dan terpercayra. 

d. Darmpak yang dikerhendaki 



 

Berdrasarkan harsil wawrancara denrgan Krepala Bridang Penrilaian Kirnerja Apraratur dan 
Pengrhargaan bahwa adanya kebijakan aplikasi sadasbor di lingkunrgan Pemrerintah 
Daerah Kabuparten Tasikrmalaya mermberikan dampak yang besar bagi instansi 
Pemerintah Daerah Kabupraten Tasikrmalaya. Hal ini diburktikan dengan hasil wawancrara 
dengan Beliau yang mengatakan bahwa Pemerintrah Kaburpaten Tasikrmalaya 
mendapatkan anugerah penghargaan Meritrokrasi dengran predikat Baik dari Komisi 
Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan total nilai 289,5 poin pada periode penilaian 1 
Maret 2021 sampai dengan 31 Januari 2022, dimana hasil ini mengalami kenaikan 9,5 
poin dari periode penilaian sebelumnya. Adanya aplikasi sadasbor yang merupakan 
wujud dari pengelolaan kinerja secara elektronik yang mengintegrasikan pembayaran 
tambahan penghasilan pegawai dengan penilaian kinerja dan disiplin pegawai secara 
elektronik ini memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian anugrah meritokrasi dari 
KASN yaitu pada aspek manajemen kinerja dengan menyumbangkan nilai 70 poin. 
Selain itu berdasarkan hasil observasi penulis, bahwa dengan adanya aplikasi sadasbor 
ini mempermudah proses pendokumentasian aktivitas harian pegawai dan juga 
mempunyai fungsi paperless dimana sebelum adanya aplikasi sadasbor pegawai 
diwajibkan mendokumentasikan aktivitas hariannya dengan menulis aktivitas hariannya 
pada buku catatan harian kinerja pegawai yang telah disediakan yaitu pada Buku Catatan 
Harian Kinerja Pegawai. 

 
KESIMPULAN 

Berdarsarkan harsil analisis yrang telah dilakukan, maka penurlis darpat mengarmbil 
kesimpulan bahrwa imrplementasi kebirjakan aplikasi sadasbor (sistem administrasi birokrasi 
terintegrasi) di Badarn Kepegarwaian dan Penrgembangan Sumrber Daya Marnusia Kabrupaten 
Tasikmralaya sudah cukup berhasil akan tetapi belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari teori 
Ripley dan Franklin dimana untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan dapat 
dilihat dari 3 dimensi yaitu: 
1. Dimensi kepratuhan sudah baik; 
2. Dimensi terwujudnya kinrerja dan damrpak yang dikerhendaki juga sudah berjalan dengan 

baik; 
3. Dimensi lanrcarnya rutinritas fungrsi brelum berjarlan dengran baik karena terdapat masalah-

masalah antara lain: 
a. keterbatasan kapasitas server yang menyebabkan overload dan down jika aplikasi diakses 

dalam waktu bersamaan oleh banyak orang; 
b. masih lemahnya keamanan aplikasi sadasbor sehingga masih bisa diakses menggunakan 

fake GPS; 
c. apabila listrik padam di Dinas Kominfo yang merupakan tempat menyimpan server 

aplikasi sadasbor maka aplikasi sadasbor tidak bisa diakses. 
Penulis membrerikan saran kerpada Pemrerintah Daerah Kabupraten Tasikmalaya 

khususnya pada Badan Kepegawarian dan Perngembangan Sumber Daya Manursia Kabupaten 
Tasikmalaya sebagai berikut: 
1. menambah kapasitas server aplikasi sadasbor; 
2. meningkatkan keamanan aplikasi sadasbor dan memberikan sanksi yang tegas kepada 

oknum pegawai yang tidak jujur dalam menggunakan aplikasi sadasbor; 
3. menyediakan genset maupun UPS (Uninterruptuble Power Supply) yang berfungsi 

menyediakan cadangan energi ketika terjadi pemutusan arus listrik atau penurunan daya. 
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